
TINJAUAN SIYA<SAH DUSTU<RI<YAH  TERHADAP 

REKLAMASI TELUK JAKARTA 

(Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017) 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

Firda Cahyani 

NIM C75214004 

 

 

 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM PROGRAM STUDI HUKUM TATA 

NEGARA 

S U R A B A Y A 

2018 











 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

ABSTRAK 

 

 

Skripsi yang berjudul, ‚Tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah Terhadap Reklamasi 

Teluk Jakarta (Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 

92K/TUN/LH/2017)‛ ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung tentang reklamasi teluk Jakarta, serta menjawab 

bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 jika ditinjau 

berdasarkan Siya>sah Dustu>ri>yah.  

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode library research dan 

dokumenter. Teknis analisis data menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai obyek penelitian secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai kewenangan dari obyek penelitian dan 

dihubungkan dengan putusan terkait. Selanjutnya, data tersebut diolah dan 

dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siya>sah Dustu>ri>yah.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta 

yang mengeluarkan izin untuk mereklamasi pulau G, dalam Surat Keputusan 

Nomor 2238 Tahun 2014, membuat masyarakat nelayan mengajukan gugatan 

tingkat kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar ketidak puasan akan adanya 

putusan banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang mengabulkan 

gugatan dari Gubernur DKI Jakarta, serta merasa khawatir akan adanya 

reklamasi yang mengakibatkan  dampak buruk bagi perekonomian masyarakat 

yang tinggal di wilayah pesisir pantai.    Pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 yang menolak gugatan 

kasasi dari kumpulan masyarakat nelayan, hanya didasarkan pada pencabutan 

surat kuasa sehingga nelayan dianggap tidak menyerahkan memori kasasi. 

Padahal tidak ada bukti yang menyatakan bahwa masyarakat nelayan mencabut 

surat kuasanya. Sedangkan didalam konsep Siya>sah Dustu>ri>yah ketika lembaga 

peradilan memutuskan perkara harus sesuai dengan asas peradilan yang baik dan 

berdasarkan pada sumber Al-Qur’an dan Hadist. Siya>sah Dustu>ri>yah mengkaji 

prinsip hal-hal mendasar bagi suatu negara dan membawa kemaslahatan bagi 

setiap umat. 

 Penulis mengharapkan adanya kebijakan pemerintah yang adil dalam 

menetapkan aturan-aturan yang mana keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, 

musyawarah antara pemerintahan dengan rakyat merupakan hal yang penting 

bagi kehidupan masyarakat. Selain itu prinsip amanah dan keadilan demi 

kemaslahatan umat juga harus diterapkan dalam kehidupan bernegara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Orde reformasi memunculkan berbagai macam pandangan dan 

pemikiran yang sebelumnya tidak pernah muncul di permukaan. Dalam 

kehidupan suatu bangsa mempunyai pandangan hidup yang 

mencerminkan cita-cita dari kehidupan bangsa itu sendiri. Pandangan 

hidup itu dapat berupa kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan yang luhur 

dari bangsa. Pandangan hidup ini kemudian menjadi dasar falsafah 

kehidupan berbangsa dan bernegara.
1
 

Negara adalah suatu organisasi tertinggi satu kelompok atau 

beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan 

untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu serta mempunyai 

pemerintahan yang berdaulat.
2
 Di dalam suatu negara terdapat organisasi 

dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan 

ditaati oleh rakyatnya. 

Indonesia memang dikenal sebagai Negara kepulauan Nusantara, 

artinya Negara yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, baik pulau besar 

seperti pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan Papua maupun 

pulau-pulau kecil lainnya. Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki 

struktur pulau-pulau yang tersebar luas dalam jumlah lebih dari 13.000 

                                                           
1
 Yuswalina, SH, Hukum Tata Negara di Indonesia, (Malang: PT. Setara Press, 2016), 29. 

2
 Mexsasai Indra, SH, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 

2011), 1.  
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2 

 

 

pulau besar dan pulau kecil, dengan garis pantai yang panjangnya sekitar 

81.000 km memberikan ciri khas pada lingkungan laut alaminya.
3
 

Menurut Supriharyono, diperkirakan 60% dari penduduk Indonesia 

hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9261 desa dari 64.439 desa 

yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau pemukiman 

pesisir. Mereka ini kebanyakan merupakan masyarakat tradisional dengan 

kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif sangat 

rendah.
4
 

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat membutuhkan 

lahan-lahan baru dalam kegiatan sosial ekonominya yang nantinya akan 

menjadi profesi untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya,  

sedangkan yang terjadi saat ini lahan yang ada di daratan semakin 

terbatas, sehingga dengan keadaan seperti ini menyebabkan pemerintah 

mulai memanfaatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan dan 

mencari profesi dengan memanfaatkan kekayaan alam untuk 

keberlangsungan hidup, sehingga muncul permasalahan yang berkaitan 

dengan penyediaan lahan bagi aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.
5
 

                                                           
3
 M. Daud Silalahi, Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara 

Regional, ( Jakarta: Sinar Harapan, 1992),  6.  

4
 Supriharyono,  Pelestarian dan Pengelolaan  Sumberdaya Alam di Wilayah Pesisir Tropis. 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 4. 

5
Wahyudi Kumorotomo, Reformasi aparatur Negara ditinjau kembali, ( Yogyakarta:Gava Media, 

2010),  356. 
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Dengan adanya perubahan tersebut, maka pihak dari pemerintah 

melakukan beberapa terobosan baru salah satunya adalah dengan 

melakukan pengembangan kawasan baru dengan cara  mereklamasi pantai 

yang dilakukan di sejumlah kota besar di Indonesia. Menurut Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 butir 3, menyatakan bahwa reklamasi adalah 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber 

daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi 

dengan cara pengurukan tanah, pengeringan lahan atau drainase.
6
 

Salah satu proyek reklamasi yang sedang berjalan di Indonesia 

yaitu proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Kebijakan Gubernur DKI 

Jakarta melalui Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 tentang 

pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G di teluk Jakarta yang 

dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2014 kepada perusahaan 

pengembang PT. Muara Wisesa Samudra, dipandang sebagai sebuah 

langkah dimana perusahaan membangun fasilitas agar mendapatkan izin 

konstruksi dari Pemprov DKI Jakarta.
7
 

Persoalan yang mewarnai urusan pemberian izin dan pelaksanaan 

pengawasan di bidang-bidang usaha masyarakat, perlu pemantapan dan 

                                                           
6
 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil. 

7
Serian Wijatno, MH, ‚ Mengkaji Dampak Reklamasi di Pantai Utara Jakarta‛,  

http://infobanknews.com/mengkaji -dampak-reklamasi-di-pantai-utara-jakarta/, ‚diakses pada‛ 

28, juli, 2018. 

http://infobanknews.com/mengkaji%20-dampak-reklamasi-di-pantai-utara-jakarta/
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peningkatan pelayanan berdasarkan kebijaksanaan dan kearifan yang 

dapat menjamin keseimbangan antara kepentingan umum dan 

kepentingan warga masyarakat dalam  urusan lingkungan.
8
 

Pemberian izin proyek reklamasi yang dikeluarkan oleh Gubernur 

DKI Jakarta tersebut dilakukan untuk menata kembali kawasan pantai 

utara Jakarta dengan cara membangun kawasan pemukiman berupa 

pembangunan rumah susun yang ditujukan untuk masyarakat 

berpenghasilan menengah ke atas. Pembangunan yang dilaksanakan 

dalam suatu masyarakat haruslah mengacu pada peraturan-peraturan 

hukum yang berkaitan dengan masalah tesebut, namun dalam 

kenyataannya peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah 

pembangunan hanya tertuju pada proyek-proyek pemerintah dan tidak 

melibatkan masyarakat, sedangkan berhasil atau tidaknya pembangunan 

tergantung dari partisipasi seluruh rakyat dan harus dilaksanakan secara 

merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
9
 

Selain itu, apabila reklamasi itu dilaksanakan dapat memicu 

dampak ekologis terhadap lingkungan hidup diantaranya menurunnya 

kualitas air, terganggunya keanekaragaman flora air laut, terganggunya 

keanekaragaman fauna air laut, berubahnya fisiografi dan geologi.
10

 

Problema lainnya adalah timbulnya ekosistem baru yang mungkin akan 

                                                           
8
 Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan,  (Bina Cipta, 2000), 119. 

9
Djumialdji S.H, Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya 

Manusia, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), 2. 

10
Didik Sarudji, Wawasan Lingkungan, (CV. Media Ilmu, 2006), 67. 
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sangat berbeda dari yang sebelumnya dan hilangnya fungsi alami karena 

tindakan reklamasi. Rencana kegiatan reklamasi banyak menuai kontra di 

kalangan masyarakat khususnya warga yang tinggal di wilayah pulau G 

Jakarta, karena mayoritas mata pencahariannya adalah nelayan.
11

 

Akhirnya pada tahun 2016, gabungan  para nelayan, perkumpulan 

koalisi rakyat untuk  keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan 

hidup, kembali mengajukan gugatan tingkat kasasi ke Mahkamah Agung 

terkait Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014  

yang memberikan izin reklamasi pulau G di teluk Jakarta kepada 

perusahaan pengembang, karena sebelumnya para nelayan kalah di 

tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara melawan 

Gubernur DKI Jakarta dan perusahaan pengembang PT. Muara Wisesa 

Samudra. Dan di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 

hakim mengabulkan gugatan nelayan.
12

 

Para pemohon kasasi (masyarakat nelayan), pemohon kasasi II 

(Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) dan pemohon 

kasasi III (Yayasan Wahana Lingkungan Hidup), memohon kepada 

Mahkamah Agung untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin 

pelaksanaan reklamasi pulau G teluk Jakarta kepada PT. Muara Wisesa 

                                                           
11

Mulyanto, Reklamasi Lahan Rendah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 27. 

12
Sapariah Saturi, ‚Kasus Pulau G: Mahkamah Agung Tolak Kasasi Warga‛, http://www.google. 

co.id/amp/www.mongabay.co.id/2017/08/15/kasus -pulau-g-mahkamah-agung-tolak-kasasi-

warga-langkah-lanjutan/amp/, ‚diakses pada‛ 15, Agustus, 2017. 

http://www.google.co.id/amp/www.mongabay
http://www.google.co.id/amp/www.mongabay
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Samudra. Karena dikhawatirkan akan terjadi dampak buruk dengan 

adanya proyek reklamasi. Merujuk pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 

yang berbunyi: 

‚Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh Negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat‛. 

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

yang menegaskan bahwa: 

‚Pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri dari 
kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian terhadap interaksi 
manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat‛. 

13
 

Selain itu, masyarakat nelayan mengajukan upaya hukum kasasi 

ke Mahkamah Agung karena merasa dirugikan atas putusan Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memenangkan Gubernur DKI 

Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 menyatakan bahwa: 

‚Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan 
kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
kecuali undang-undang menentukan lain‛.14

 

 

Dalam pandangan islam, negara boleh saja memberikan tanah 

rawa atau semacamnya kepada individu atau kelompok individu atau 

korporasi. Hanya saja dalam memberikan itu semua, negara tetap harus 

memperhatikan banyak ketentuan syariat lainnya. Selain itu juga harus 

                                                           
13

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil 

14
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017, hlm 54 
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memperhatikan keseimbangan ekonomi dan pemerataan kekayaan 

masyarakat, serta memperhatikan kemaslahatan dari berbagai aspek 

termasuk kemaslahatan keselamatan lingkungan.
15

 

Untuk persoalan terkait proses perencanaan reklamasi masuk ke 

dalam ranah Siya>sah Dustu>ri>yah. Siya>sah Dustu>ri>yah merupakan Siya>sah 

yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan 

dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan Kepala Negara, batasan 

kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak 

yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa 

dan rakyat.
16

 

Semua rakyat mempunyai persamaan hak di hadapan Undang-

Undang yang harus dilaksanakan, mulai dari yang paling rendah dalam 

negara sampai pejabat-pejabat dan pemimpin-pemimpin dengan derajat 

atau tingkatan yang sama. Tidak seorangpun dalam batas-batas negara 

Islam memiliki keistimewaan hak ataupun perbedaan dalam kedudukan.
17

 

Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian 

mengenai pertimbangan hukum hakim di dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta, serta 

mengkaitkannya dengan Siya>sah Dustu>ri>yah untuk dijadikan sebuah 

                                                           
15

Tri Setiawati, ‚Pandangan Islam tentang Reklamasi‛, 

www.panjimas.com/citizens/2017/12/21/pandangan-islam-tentang-reklamasi/, ‚diakses pada‛ 

21, Desember, 2017. 

16
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 1997), 40. 

17
 Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam 

(Bandung: Pustaka Setia, 2007), 188. 
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kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensif pembahasan 

dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian ‚Tinjauan Siya>sah 

Dustu>ri>yah  terhadap Reklamasi Teluk Jakarta (Studi Analisis terhadap 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017)‛. 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya: 

1. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 

tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G di teluk 

Jakarta. 

2. Dampak proses adanya perencanaan proyek reklamasi teluk Jakarta 

bagi masyarakat. 

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 92K/TUN/LH/2017. 

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 ditinjau dari 

Siya>sah Dustu>ri>yah. 

Maka dari itu dalam penelitian ini hanya dibatasi pada 

pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

92K/TUN/LH/2017 terkait reklamasi teluk Jakarta kemudian Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 ditinjau dari Siya>sah 

Dustu>ri>yah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, 

maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta ? 

2. Bagaimana tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah  terhadap Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atas penelitian yang sudah 

pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat 

jelas, bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau 

duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.
18

 

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni 

membahas perihal permasalahan reklamasi. Hal ini dilakukan agar 

menghindari asumsi plagiasi. Penelitian terdahulu yang juga membahas 

reklamasi antara lain: 

1. ‚Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang Reklamasi Teluk Jakarta 

dalam Perspektif Siyasah‛. Skripsi ini ditulis oleh Muh. Rifqi 

Iqsobayadinur dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

                                                           
18

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 

(Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.   
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Yogyakarta. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan tentang dampak 

kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang reklamasi teluk Jakarta,
19

 

sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi 

teluk Jakarta ditinjau berdasarkan Siya>sah Dustu>ri>yah. 

2. ‚Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota 

Makasar‛. Skripsi ini ditulis oleh Yusticia Zahrani dari Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam skripsi ini 

menjelaskan tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap 

reklamasi pantai,
20

 sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus 

kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 

tentang reklamasi teluk Jakarta ditinjau berdasarkan Siya>sah 

Dustu>ri>yah. 

3.  ‚Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan 

Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di 

Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)‛. 

Skripsi ini ditulis oleh Ibnu Mustaqim dari Fakultas Ilmu Tarbiyah 

dan keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang dampak pembangunan 

pelabuhan Muara Angke terhadap perubahan sosial-ekonomi 

                                                           
19

Muh. Rifqi Iqsobayadinur,‚Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama tentang Reklamasi Teluk Jakarta 

dalam Perspektif Siyasah‛, (Skripsi--Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). 
20

Yusticia Zahrani, ‚Tinjauan Hukum terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makasar.‛, 

(Skripsi--Universitas Hasanuddin Makasar, 2017). 
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masyarakat,
21

 sedangkan di skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang 

reklamasi teluk Jakarta ditinjau berdasarkan Siya>sah Dustu>ri>yah. 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi 

teluk Jakarta. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi 

teluk Jakarta. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata 

Negara, khususnya tentang: 

a. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung  

Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta. 

                                                           
21

Ibnu Mustaqim, ‚Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi 

Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan 

Pluit, Jakarta Utara).‛, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.) 
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b. Tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Putusan Mahkamah Agung  

Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 

atau sumbangan pikiran terkait bahan pertimbangan pemerintah 

tentang  reklamasi teluk Jakarta. 

G. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari terjadi 

kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis 

perlu menjelaskan maksud dari judul diatas sebagai berikut: 

1. Siya>sah Dustu>ri>yah yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis 

putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang 

reklamasi teluk Jakarta. Selain itu Siya>sah Dustu>ri>yah membahas 

tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 

ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia untuk memenuhi 

kebutuhannya.
22

 

2. Putusan Mahkamah Agung adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam menyelesaikan 

suatu perkara. Dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Agung nomor 

92K/TUN/LH/2017 adalah tentang reklamasi teluk Jakarta.  

                                                           
22

Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syariah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 48. 
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H. Metode Penelitian  

Penelitian tentang ‚Tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap 

Reklamasi Teluk Jakarta (Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017)‛  merupakan penelitian pustaka dan 

tahapan-tahapan seperti berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Buku yang membahas tentang reklamasi. 

b. Buku yang membahas tentang lingkungan hidup. 

c. Siya>sah Dustu>ri>yah. 

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017. 

2. Sumber data  

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
23

 

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat, dan terdiri 

dari ketentuan perundang-undangan yang meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

2. Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

3. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2238 Tahun 

2014 tentang pemberian izin reklamasi. 

                                                           
23

Burhan Ash Shofa , Metode Penelitian Hukum , cet Ke-1 (Jakarta : Rineka Cipta,1996),103-

104. 
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4. Putusan Mahkamah Agung nomor 92K/TUN/LH/2017. 

b. Sumber data sekunder yaitu dari literatur atau buku-buku yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Sumber data tersier berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, koran, majalah, artikel, dll.  

3. Teknik pengumpulan data  

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, koran, 

dan internet). Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara 

membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian. 

4. Teknik Analisis Data  

Teknik penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu ‚Tinjauan 

Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Reklamasi Teluk Jakarta (Studi Analisis 

terhadap  Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017)‛. 

a. Deskriptif analisis, yaitu suatu cara untuk menguraikan atau 

menggambarkan data yang ada, sehingga diperoleh suatu 

pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di 

diskripsikan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan 

dengan ‚Tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Reklamasi Teluk 

Jakarta (Studi Analisis terhadap Putusan Mahakamah Agung 

Nomor 92K/TUN/LH/2017.‛ 
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b. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai 

dengan memaparkan atau menceritakan hal-hal yang bersifat 

umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 

Dalam penelitian ini penulis berangkat dari ketentuan umum 

mengenai ‚Tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Reklamasi 

Teluk Jakarta (Studi Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 92K/TUN/LH/2017.‛ 

I. Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah 

dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut:  

Bab pertama, berisi uraian pendahuluan yang berisi gambaran 

umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan 

bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan  skripsi, untuk apa 

dan mengapa penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada bab pertama  

ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, memuat landasan teori yang berisi pembahasan 

tentang Fiqh Siya>sah yang didalamnya menggunakan kajian Siya>sah 

Dustu>ri>yah. Pada bab ini akan diuraikan tentang teori Siya>sah Dustu>ri>yah 

meliputi definisi Siya>sah Dustu>ri>yah, ruang lingkup Siya>sah Dustu>ri>yah, 
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imamah, hak dan kewajiban rakyat beserta statusnya, dan lembaga 

peradilan dalam memutuskan suatu perkara.  

Bab ketiga, memuat pembahasan tentang pemberian izin 

reklamasi pulau G di teluk Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta di surat 

keputusannya Nomor 2238 Tahun 2014 dalam putusan Mahkamah Agung 

Nomor 92K/TUN/LH/2017. 

Bab keempat, berisi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk 

Jakarta dan analisis Putusan Mahkamah Nomor 92K/TUN/LH/2017 

tentang reklamasi teluk Jakarta ditinjau dari Siya>sah Dustu>ri>yah. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mengemukakan 

kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Kemudian di ikuti 

oleh penyampaian saran. 
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BAB II 

SIYA<SAH DUSTU<RI<YAH 

 
A. Pengertian Siya>sah Dustu>ri>yah 

Kata Siya>sah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, 

mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 

sesuatu. Ibnu manzhur mendefinisikan Siya>sah  adalah mengatur 

sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. 

Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, Siya>sah  berarti suatu tindakan 

yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan 

lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya 

dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. 

Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan 

Siya>sah adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan 

kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi 

menjamin terciptanya kebaikan.
47

 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwasannya Siya>sah merupakan pengaturan urusan umum dan tata 

kehidupan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan kemaslahatan.  

Sedangkan Dustu>ri>yah adalah undang-undang atau peraturan, 

pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan 

                                                           
47

Khamami Zada, Fiqh Siya>sah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam), (Erlangga, 2008), 9. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 

 

 

 

pengawasan. Secara umum, pengertian Siya>sah Dustu>ri>yah adalah 

Siya>sah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 

pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala 

negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, 

hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan 

antara penguasa dan rakyat.
48

 

Di dalam kurikulum Fakultas Syariah digunakan istilah Fiqh 

Dustu>ri yang dimaksud dengan Dustu>ri adalah:  

 وعا ونظوها انينها قى عليها ل تذ كوا دولت ايت فً للحكن سيت سا الاء عذ ا القى:  ستؤر الذ

 داته

‚Dustur adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan 

Negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, 

peraturan-peraturannya dan adat-adatnya‛.
49

 

Abu A’la al-Maududi menakrifkan Dustur dengan: 

دولت م نظا عليها يقىم التً الاساسيت القىاعذ علً ينطىي صك   

‚Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang 

menjadi landasan pengaturan suatu Negara‛ 

 

Dari dua takrif tersebut dapat disimpulkan bahwa kata-kata 

Dustur sama dengan Undang-Undang Dasar dalam Bahasa Indonesia. 

Sehingga bila dipahami  bahwa Siya>sah Dustu>ri>yah merupakan kajian 

terpenting di dalam suatu Negara, karena membahas masalah-masalah 

pemerintahan dalam arti luas. Dan di dalam Dustur itu tercantum 

                                                           
48

 Jeje Abdul Rozaq, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014) 

37. 
49

Muhammad Syafieq Ghorbal, Al-Mansu’ah al-Arobiyah al-Muyassaroh, Darul Qalam al-

Qahiroh, 1965. 794. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 

 

 

 

sekumpulan prinsip-prinsip menyangkut hal-hal mendasar dari suatu 

Negara yakni keharmonisan hubungan antara warga Negara dengan 

Kepala Negaranya untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai Dustur 

dalam suatu Negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-

aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

Dustur tersebut. 

  Persoalan Siya>sah Dustu>ri>yah tidak dapat dilepaskan dari dua 

hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur’an 

maupun hadist, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam 

mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah 

karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. 

B. Sumber Hukum Siya>sah Dustu>ri>yah 

1. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan sumber pedoman umat islam yang utama 

yang menjadi dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur’an merupakan 

kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci. Al-Qur’an menjelaskan pokok-pokok basis spiritual dan 

moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Sebagai upaya untuk mengembangkan hukum islam.
50

Al-Qur’an 

memuat mengenai banyak hal dan dapat memberi jawaban secara 

langsung terhadap segala masalah yang dihadapi manusia. Tapi dengan 

                                                           
50

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah ...,4 
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kajian yang luas dan intensif terhadap ayat-ayatnya, ia dapat 

difungsikan menjawab berbagai masalah. 

2. Al-Hadist 

Hadist merupakan segala perkataan Nabi, perbuatan serta hal 

ihwalnya yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan Allah yang 

disyari’atkan kepada manusia. Kedudukan hadist sebagai sumber 

hukum islam dapat dilihat dari dua sisi yaitu:  dari segi kewajiban 

umat islam mematuhi dan meneladani Rasulullah dan dari segi fungsi 

As-Sunnah terhadap Al-Qur’an.
51

 

3. Ijma’ 

Dalam hukum islam, ijma’ merupakan suatu keputusan bersama 

untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat 

dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran 

kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. 

Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak 

setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka 

ijma’ tersebut dinyatakan batal.52 

4. Qiyas (Analogi) 

Qiyas merupakan penjelasan hukum terhadap sesuatu hal yang 

tidak ada penjelasan nash atau hukumnya dengan mengkaitkannya 

                                                           
51

Muhammad Zuhri, Hadis Nabi (Telaah Historis dan Metodologis), (Yogyakarta : Tiara 

Wacana Yogya, 2011) 83. 

52
Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang 

Pemerintahan Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 55. 
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pada suatu hal yang ada nash hukumnya dalam Al-Qur’an dan Sunnah 

karena ada persamaan sebab hukum pada kedua hal tersebut. Dengan 

qiyas, masalah dapat diterapkan dalam masalah lain pada masa dan 

tempat berbeda jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir 

mempunyai illat hukum yang sama. Qiyas bisa diterapkan dalam 

menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash hukumnya. Hal 

ini hanya dapat diketahui dengan logika yakni membandingkan antara 

masalah yang jelas hukumnya dan masalah yang tidak ada ketetapan 

hukumnya. 

5.  Urf 

هحكت دة العا  
‚Suatu adat dapat dijadikan hukum‛ 

Kata urf  berarti adat istiadat atau kebiasaan. Urf adalah apa 

yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik berupa 

perkataan maupun perbuatan, dan meninggalkan sesuatu. Bila suatu 

kejadian atau kebiasaan dalam masyarakat maka adat kebiasaan dapat 

ditetapkan sebagai sumber hukum, sepanjang tidak bertentangan 

dengan nash dan jiwa syariat serta adat kebiasaan tersebut sudah 

bermasyarakat.53 

C. Objek Kajian Siya>sah Dustu>ri>yah 

Dari pengertian Siya>sah Dustu>ri>yah sebelumnya, sudah tentu 

ruang lingkup pembahasannya sangat luas dan kompleks. Dalam 

                                                           
53

Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 131. 
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Siya>sah Dustu>ri>yah biasanya hanya dibatasi hanya membahas 

peraturan perundang-undangan. Secara umum ruang lingkup Siya>sah 

Dustu>ri>yah antara lain meliputi persoalan imamah, hak dan 

kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, perosoalan 

baiat, persoalan waliyul ahdi, persoalan ahlul halli wal aqdi, serta 

persoalan wuzaroh dan perbandingannya. 
54

 

Apabila dilihat dari sisi lain, Siya>sah Dustu>ri>yah ini dapat 

dibagi menjadi:
55

 

1. Bidang Siya>sah tasri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlul 

halli wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin 

dan non muslim di dalam suatu Negara, seperti Undang-undang 

Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, 

dan sebagainya. 

2. Bidang Siya>sah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan 

imamah, persoalan bai’ah, wuzarah, waliy al ahdi, dll. 

3. Bidang Siya>sah qadla’iyah, termasuk di dalamnya masalah 

peradilan. 

4. Bidang Siya>sah idariyah, termasuk di dalamnya masalah 

administratif dan kepegawaian. 

Berdasarkan pembahasan diatas, selanjutnya kajian yang 

digunakan dalam hal ini memakai Siya>sah Dustu>ri>yah yang lebih 

                                                           
54

Jeje Abdul Rozaq, Hukum Tata Negara Islam,..28. 

55
 Djazuli, Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat,… 48. 
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spesifik lingkup pembahasannya tentang persoalan imamah dan 

kewajibannya, persoalan rakyat dan hak-haknya serta lembaga 

peradilan dalam memutuskan suatu perkara. 

1. Imamah dan kewajibannya 

Kata imamah merupakan turunan dari kata amama-amm. 

Menurut Louis Ma’luf, kata amama bermakna di depan, yang 

senantiasa diteladani. Orangnya disebut imam, sedangkan imamah 

bermakna kepemimpinan umat. Kata-kata imam menunjukkan kepada 

bimbingan kebaikan atau bisa diartikan seseorang pemimpin.
56

 

Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang 

membawa kepada kebaikan dan juga sering dikaitkan dengan shalat, 

namun  harus dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai 

kepala negara atau yang memimpin umat islam dan imam dalam arti 

yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah 

al-Imamah al-udhum atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang 

kedua sering disebut al-Imamah shugro. Biasanya, kata-kata imam 

hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin di dalam 

bidang agama.
57

 Seorang imam yang baik adalah imam yang mencintai 

dan mendoakan rakyatnya serta dicintai dan didoakan oleh rakyatnya. 

Sedangkan imam yang buruk adalah imam yang membenci rakyatnya 

                                                           
56

Dedi Supriyadi, Perbandingan Fiqh Siya>sah Konsep Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik 

Islam,..26. 
57

Djazuli, Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat,..56. 
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dan dibenci serta dilaknat oleh rakyatnya. Oleh karena itu, imam bisa 

diartikan dengan sesuatu atau orang yang di ikuti oleh sesuatu kaum. 

Definisi imam yang dikemukakan oleh Al –Iji sebagai berikut : 

‚Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan 

agama dan dunia.Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa 

imamah adalah pengganti nabi di dalam menegakkan agama‛.
58

 

Adapun definisi kata-kata imamah ditakrifkan oleh Al-

Mawardi dengan: 

ينا الذ ست وسيا ين الذ حراست فً النبىة فت لخلا عت هىضى هت الاءها  

‚Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk 

mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan 

mengendalikan dunia‛.
59

 

 

Dari pengertian diatas, terdapat catatan penting. Pertama, para 

ulama ahli sunnah  menyamakan pengertian imamah dan khalifah. 

Kedua, definisi di atas tampak jelas bahwa para ulama mendahulukan 

masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan 

duniawi. 

Sebagai seorang imam atau pemimpin haruslah melaksanakan 

kewajiban yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan 

rakyatnya, karena hak seorang pemimpin akan datang apabila 

kewajibannya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kewajiban-

kewajiban  imam menurut Al-Marwadi adalah:
60
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Qamarudin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (Bandung: Pustaka, 1983) 50. 

59
Al-Mawardi, al Ahkam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah,..,5. 

60
Ibid, 15. 
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1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah di tetapkan, dan apa 

saja yang telah disepakati oleh umat. 

2. Menyelesaikan perselisihan, sehinggga keadilan terlaksana secara 

umum. 

3. Memelihara dan menjaga keamanan manusia dengan tentram dan 

tenang. 

4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani dengan 

hukum dan memelihara hak-hak rakyat. 

5. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam 

membina umat dan menjaga agama. 

Negara yang mayoritas penduduknya baragama islam dari 

zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman 

kepada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah. Seperti pada masa 

khalifah yang ke empat, teladan Nabi memang masih diterapkan dalam 

mengatur masyarakat islam yang sudah berkembang. Dalam masa ini, 

pola peralihan kepemimpinan umat sudah baik, karena didasarkan pada 

kecakapan dan kemampuan, tidak berdasarkan keturunan.
61

 

Seorang imam tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat 

mendengarkan aspirasi dari rakyatnya dan menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, seorang pemimpin harus bisa 

menerima saran dan mendengarkan masukan dari rakyatnya. 

                                                           
61

Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah (Kontekstual Doktrin Politik Islam), (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007) 159. 
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Seorang pemimpin yang amanah, jujur, dan bersahaja menjadi 

dambaan setiap orang. Sebagai imam atau penguasa dan pengatur 

kehidupan yang memegang kekuasaan dalam masyarakat haruslah 

membangun kemakmuran dan mengurus sesuatu yang baik untuk 

kemaslahatan bersama dengan jalan mengaktualisasikan aturan-aturan 

dan ajaran agama serta nilai-nilai dasar kemanusiaan sehingga setiap 

hak-hak masyarakat dapat terpenuhi secara efektif.
62

 

2. Persoalan Rakyat dan Hak-Haknya  

Manusia diciptakan dengan kodrat ketergantungan kepada 

Tuhannya maupun kepada manusia yang lain, baik yang bersifat alami 

maupun yang bersifat ‚dini‛ (syar’i). Manusia  adalah makhluk sosial 

menurut tabiatnya. Ini berarti, bahwa ia memerlukan satu organisasi 

kemasyarakatan yang mana sebagai rakyat memiiki kemampuan 

mengolah dan memanfaatkan lingkungannya serta memiliki hak-hak 

kemanusiaan, hak-hak sipil dan hak-hak politik.
63

 

Kebebasan seseorang melakukan hak-haknya dibatasi oleh 

keharusannya menghormati hak-hak orang lain. Karenanya di dalam 

sebuah masyarakat selalu ada aturan atau norma-norma masyarakat, 

                                                           
62

Abdul Muin Salim,Fiqh Siya>sah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an), (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 1995), 136. 

63
Osman Raliby,Ibnu Khaldun tentang Masyarakat dan Negara, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1962), 136. 
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dan merupakan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat 

melaksanakan aturan-aturan tersebut.
64

 

Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A’la al-Maududi 

menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah sebagai berikut:
65

 

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya. 

2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi. 

3. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan. 

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan 

kelas dan kepercayaan. 

Suyuti Pulungan juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hak 

asasi manusia meliputi:
66

 

1. Hak untuk hidup. 

2. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah. 

3. Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi. 

4. Hak berpendapat dan berserikat. 

5. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama, dan hubungan 

antar pemeluk agama. 

6. Hak persamaan di depan hukum dan membela diri. 

7. Hak kebebasan dari penganiayaan. 

8. Prinsip amar makruf nahi munkar. 

                                                           
64

Idrus Affandi, Hak Asaai Manusia, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 31. 

65
Djazuli, Fiqh Siya>sah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 64. 
66

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah ...,16. 
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Islam memberikan identitas kepada manusia supaya 

mengajarkan semangat universal, bahwa manusia seluruhnya adalah 

sama. Tidak ada perbedaan antara satu manusia dengan manusia 

lainnya, kecuali ketaqwaan. Karena islam tidak mengenal kasta sosial, 

atau warna kulit sebagai pembeda manusia.
67

 Dalam hak kebebasan 

dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berpikir, berpendapat, 

menuntut ilmu, dan beragama.  

Tauhid dan ukhuwah islamiah merupakan  dasarnya Negara 

Islam. Dalam masyarakat berkeadilan sosial, hak asasi manusia akan 

terjamin. Namun, dalam mencapai keadilan sosial itu diperlukan 

adanya pembebasan jiwa manusia dari segala macam rasa takut serta 

rakyat haruslah diperlakukan dengan adil. Semua rakyat akan 

mengeyam nikmatnya keadilan jika tidak ada perbedaan di depan 

keadilan karena turunan bangsa dan darah, karena harta dan pangkat, 

dan lain sebagainya. 

3. Lembaga Peradilan dalam Memutuskan Perkara 

Di dalam sebuah Negara tentunya memiliki sebuah konsep 

yang bersifat umum dan dapat dihubungkan dengan berbagai macam 

persoalan yang ada. Indonesia merupakan Negara hukum yang berarti 

Negara tersebut dapat menegakkan supremasi hukum dalam 

pelaksanaan pemerintahannya, bukan supremasi kekuasaan. Dalam 

Negara hukum, penguasa tidak boleh berbuat menurut kehendak dan 
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Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah (Kontekstual Doktrin Politik Islam…, 180. 
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kemauannya sendiri. Karena segala kebijakan politiknya dibatasi oleh 

peraturan perundang-undangan.
68

 

Stahl merumuskan empat unsur-unsur pokok Negara hukum, 

yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

Negara didasarkan pada trias politica, pemerintahan diselenggarakan 

berdasarkan Undang-Undang dan adanya peradilan administrasi 

Negara yang bertugas menangani suatu masalah. Oleh karena itu 

gagasan Stahl ini lebih menekankan pemerintahan yang berdasarkan 

Undang-Undang.
69

 

Menurut teori ‚Trias Politica‛ bahwa kekuasaan Negara dibagi 

dalam tiga bidang, yang masing-masing berkuasa sendiri, tanpa adanya 

ikut campur tangan satu kekuasaan dengan yang lainnya. Kekuasaan 

Negara dibagi menjadi tiga bidang yakni kekuasaan pembuat Undang-

Undang (legislatif), kekuasaan pelaksana Undang-Undang (eksekutif), 

dan kekuasaan kehakiman (yudikatif).
70

 

Abdul Kadir Audah membagi kekuasaan dalam negara Islam ke 

dalam lima bidang yaitu:
71

 

1. Sultah Tanfiziyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang).  

2. Sultah Tashri’iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).  

3. Sultah Qadhaiyah (kekuasaan kehakiman).  

                                                           
68

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah (Kontekstual Doktrin Politik Islam),..197. 

69
 Ibid, 199. 

70
 A. Hasimi, Di Mana Letaknya Negara Islam, (Surabaya : Bina Ilmu, 1984) 233. 

71
 Ibid, 237. 
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4. Sultah Maliyah (kekuasaan keuangan).  

5.Sultah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat). 

Mengenai kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan 

perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, mengambil hak dari 

orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya, melindungi 

orang yang kehilangan, dan lain sebagainya. 

Kata hakim secara etimologi berarti ‚orang yang memutuskan 

hukum‛. Dalam istilah fiqh, hakim merupakan orang yang 

memutuskan hukum di pengadilan. Hakim juga merupakan pihak 

penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Namun, yang 

menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah.
72

 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An’am: 57: 

                      

‚Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan 

yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik‛.
73

 
 

Adapun mengenai adanya pelimpahan kekuasaan yudikatif 

kepada majelis qadha’ memberi kemungkinan bahwa adanya lembaga 

yang membela hukum tidak saja untuk menyelesaikan masalah dari 

serangan warga yang menyimpang, tetapi juga penyimpangan yang 

mungkin dilakukan oleh pejabat. Dalam hal pertama, meskipun ia 

adalah seorang pejabat, ia dapat dituntut karena melakukan 

pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan yang kedua, majelis qadha 
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Hasbiyallah, Fiqh dan Ushul Fiqh,…41. 

73
 Al-Qur’an, Surah Al-An’am, Ayat 57. 
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dapat menilai apakah kebijaksanaan politik yang diambilnya sejalan 

dengan hukum Allah dan tidak merugikan rakyat.
74

 

Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan 

dilakukan oleh lembaga yudikatif (Al-Sulthah Al-Qadha’iyah). Dalam 

sejarah islam, kekuasaan lembaga ini meliputi wilayah al hisbah 

(lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran 

ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah Al-

Qadha’ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara 

sesama warganya baik perdata maupun pidana) dan wilayah Al-

Mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara 

penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya. Seperti 

pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar 

kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang 

melanggar hak asasi manusia.
75

 

Lembaga kehakiman yang kedudukannya tertinggi yakni 

Mahkamah Mazhalim, dibandingkan dengan lembaga-lembaga 

kehakiman yang lain. Mahkamah Mazhalim kedudukannya sama 

dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, sebagai tempat 

orang yang kalah dan tak puas membandingkan perkaranya. 

Mahkamah Mazhalim adalah satu jabatan yang terjalin dari kekuasaan 

penguasa dan kesadaran Hakim. Tugas-tugas Mahkamah Mazhalim 
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Abdul Muin Salim, Fiqh Siya>sah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an),…306. 

75
Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah (Kontekstual Doktrin Politik Islam),..137. 
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adalah mendamaikan orang yang saling bermusuhan ke arah kesadaran 

untuk saling berdamai.
76

 

Menurut Al-Mawardi, perkara-perkara yang diperiksa oleh 

Mahkamah Mazhalim adalah sebagai berikut:
77

 

1. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan, maupun 

terhadap golongan. 

2. Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk 

mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara lain. 

3. Mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat. 

4. Mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh para 

penguasa. 

5. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat 

dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang 

dijatuhkan hukuman atasnya, adalah orang- orang yang tinggi 

derajatnya. 

6. Memeriksa perkara-perkara yang mengenai kemaslahatan umum. 

7. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah-ibadah yang nyata seperti 

sholat jum’at, hari raya idul fitri maupun idul adha, haji dan jihad. 

8. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa 

diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 
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A. Hasimi, Di Mana Letaknya Negara Islam,…258. 

77
Hasbi Ash Siddieqi, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta : Alma’arif), 78 . 
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Syarat-syarat menjadi seorang ketua Madzhalim adalah 

mengutamakan kedudukan, merupakan seseorang yang nyata dirinya 

suci, tidak boleh tamak. Di dalam tugasnya memerlukan kekuasaan 

pemimpin dan ketabahan hakim. 

Untuk terselenggaranya peradilan, yang harus ada dalam Al-

Mazhalim yaitu:
78

 

1. Adanya advokad. 

2. Setelah melakukan penyelidikan dan penelitian hukum atas kasus-

kasus orang yang bersengketa, majelis hakim bertugas untuk 

mengembalikan hak-hak kepada orang yang benar. 

3. Ketika hakim menemukan kesulitan dalam mengetahui hukum 

syara’, maka boleh dibantu oleh para fuqaha. 

4. Adanya katib (panitera). 

5. Harus ada saksi. 

Kelengkapan-kelengkapan tersebut harus ada, karena bertujuan 

agar proses sidang berjalan dengan lancar. Mengingat keberadaan 

lembaga Madzhalim merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran islam.
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Jumsari, ‚fatwa, qadla’ wilayah Mazalim dan  Hisbah‛ ,http://haditsahkam.blogspot.co. 

id/2014 /09/makalah-fatwa-qadla-wilayah-mazalim.html?m=1, ‚diakses pada‛ 29, 

September,2014.  
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B̀AB III 

PEMBERIAN IZIN REKLAMASI TELUK JAKARTA 

 

A. Sejarah Reklamasi Teluk Jakarta 

Indonesia yang umumnya dipahami sebagai Negara demokrasi 

tidak lepas dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah 

satu hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan 

kebijakan itu berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan dari 

ditetapkannya suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kebijakan 

pemerintah merupakan pengelolaan kekuasaan Negara.
79

 

Dalam konteks kehidupan saat ini, di kota-kota besar seperti di 

daerah Jakarta  memiliki jumlah penduduk yang sangat pesat. 

Sehingga lahan yang tersedia tidak mendukung laju pertumbuhan serta 

perkembangan wilayah tersebut, khususnya di wilayah pesisir pantai. 

Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan 

dengan cara mereklamasi pantai. Salah satu proyek reklamasi yang 

sedang berjalan  di Indonesia adalah proyek reklamasi pantai utara 

Jakarta.  

Di daerah Jakarta, terdapat 17 pulau yang digunakan sebagai 

kawasan reklamasi. Salah satunya adalah reklamasi pulau G di teluk 

Jakarta. Pada tanggal 23 Desember 2014, Gubernur DKI Jakarta yaitu 

Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan izin pelaksanaan proyek 
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Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik (Proses, Analisis dan Parsitipasi), (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2015), 97. 
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reklamasi pulau G di teluk Jakarta kepada perusahaan pengembang 

yaitu PT. Muara Wisesa Samudra yang terdapat dalam Surat 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014. 

Reklamasi pantai utara Jakarta menimbun laut teluk Jakarta 

seluas 2.700 hektar. Polemik reklamasi teluk Jakarta sudah 

berlangsung sejak Tahun 1995 di era pemerintahan Presiden Soeharto. 

Dasar hukum dari proyek reklamasi ini ialah Keputusan Presiden 

Nomor 52 Tahun 1995 yang mengatur bahwa Gubernur DKI Jakarta 

adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan 

reklamasi.
80

 Selain untuk mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, 

proyek reklamasi ini juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta yang 

tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Karena perencanan 

dan pengelolaan reklamasi pantai utara sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari penataan wilayah pantura. Kawasan pantai utara 

Jakarta dianggap sebagai alternatif penataan ruang daratan untuk 

mewujudkan kawasan pantai utara sebagai kawasan andalan.
81

 Dan 

bahan material untuk reklamasi pantai utara Jakarta diambil dari lokasi 

yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan. Jadi, proyek 

pelaksanaan reklamasi pantai utara Jakarta sudah terencana sejak 

                                                           
80

Evi Mariani, ‚ Kronologi Reklamasi 17 Pulau di Jakarta, http:// medium.com/@evimariani/ 

kronologi- reklamasi-17-pulau-di-teluk-Jakarta ‚diakses pada‛ 12, Mei, 2016. 

81
Achmad Syalaby, ‚Kronologi Reklamasi Teluk Jakarta‛, http://www.google.co.id/ amp/m. 

republika.co.id/  ‚diakses pada‛ 03, April, 2016. 
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zaman orde baru Tahun 1995 di era pemerintahan Presiden Soeharto 

sampai kepada Gubernur DKI Jakarta (Basuki Tajahaja Purnama).  

B. Motif Pemberian Izin Proyek Reklamasi Teluk Jakarta 

Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, perizinan adalah 

tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang 

memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu 

kegiatan.
82

 Menurut Spelt, Izin dalam arti luas (perizinan) merupakan 

suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau 

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.
83

 Adapun 

mengenai perizinan, mempunyai fungsi yakni sebagai penertib agar 

usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain dan sebagai 

pengatur agar usaha atau kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan.
84

 Perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh 

prosedur yang ditetapkan pemerintah.  

Berbicara mengenai perizinan, tentunya tidak lepas dari 

kebijakan pemerintah, seperti hal nya kebijakan Gubernur DKI Jakarta 

yang memberikan izin reklamasi teluk Jakarta kepada perusahaan 

pengembang di dalam Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014. 
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Philipus Hadjon, Tata Perizinan pada Era Otonomi Daerah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015),  

211. 

83
N.M. Spelt, Pengantar Hukum Perizinan, (Surabaya : Yuridika, 1993), 2 

84
Andrian Sutedi, HukumPerizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika , 

2010) 193. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 

 

 

 

Gubernur DKI Jakarta menerbitkan izin reklamasi atas kemauan 

perusahaan pengembang. Hal ini merujuk pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Keputusan 

Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara 

Jakarta, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan 

Ruang Kawasan Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, Keputusan Gubernur 

Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi 

Pantai Utara Jakarta, dan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 

tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.  

Atas pemberian izin pelaksanaan reklamasi itu, PT. Muara 

Wisesa Samudra diharuskan untuk menyediakan prasarana yang 

dibutuhkan dalam pengembangan kawasan pantura, antara lain ruang 

terbuka hijau, sempadan pantai, serta sarana pengelolaan limbah cair 

dan padat. Selain itu, dalam pelaksanaan proyek reklamasi di pulau G 

teluk Jakarta, PT. Muara Wisesa Samudra diharuskan memberikan 

kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan, dan 

kontribusi lahan seluas lima persen dari luas lahan areal reklamasi yang 

tidak termasuk peruntukan fasum untuk diserahkan kepada pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kontribusi lainnya untuk revitalisasi 

kawasan pantai utara Jakarta berupa pembangunan rumah susun bagi 

rakyat kalangan menengah ke atas, penataan kawasan, peningkatan 
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dan pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur banjir, waduk, 

saluran dan pembangunan tanggul. 

C. Substansi Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 

tentang Reklamasi Teluk Jakarta  

1. Pihak yang Berperkara 

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017, pihak-

pihak yang berperkara antara lain: 

a. Identitas Penggugat: 

I. 1). Nur Saepudin, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rt 

05, Rw 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, 

pekerjaan Nelayan. 

2). Tri Sutrisno, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di 

Muara Angke Rt 07, Rw 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan 

Penjaringan, Jakarta Utara, pekerjaan Nelayan. 

II. Perkumpulan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), 

diwakili oleh Abdul Halim, kewarganegaraan Indonesia, selaku 

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan 

Perikanan (KIARA) 

III>. Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),  dalam 

hal    ini  diwakili oleh: Nur Hidayati, Kholisoh, Kartika 

     Dalam hal ini memberi kuasa kepada:  

1. Al Ghiffari, S.H 

  2. Yunita, S.H., LL.M 
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  3. Mattew Michelle, S.H 

  4. Nelson Nikodemus Simamora, S.H 

  5. Alldo Felix Januardy, S.H. 

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan 

Pengacara Publik dari ‚Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta‛, 

beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta, 10320, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing- masing untuk Para Pemohon 

Kasasi I, Pemohon Kasasi III tanggal 31 Oktober 2016 dan untuk 

Pemohon Kasasi II tanggal 1 November 2016 

b. Identitas Tergugat  

I. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, tempat 

kedudukan di Jalan Merdeka Selatan, Blok 8-9, Jakarta Pusat. 

 Dalam hal ini memberi kuasa kepada:   

 1. Solafide Shite S.H., M.H 

   2. Momon Mulyana, S.H., M.SI 

   3. Taufiq Marhendra, S.H., M.SI 

   4. Haratua D.P Purba, S.H 

   5. Muchlis, S.H   

Kesemuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta, beralamat pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok 

G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta 

Pusat. 

II. PT. Muara Wisesa Samudra, diwakili oleh: Noer Indradjaja, SH dan 

H. Renaldi Freyar Hawadi, kewarganegaraan Indonesia selaku 

Direktur PT. Muara Wisesa Samudra. 
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2. Objek Gugatan 

Objek sengketa dalam masalah ini adalah Surat Keputusan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Thun 2014 tentang Pemberian Izin 

Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. 

#3. Deskripsi Kasus 

Berawal dari kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang 

menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 yang mana 

memberikan izin reklamasi kepada perusahaan pengembang. Dari 

Surat Keputusan tersebut, memberikan pandangan negatif terhadap 

masyarakat khususnya yang berada di pulau G Teluk Jakarta, yang 

berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat merasa khawatir akan 

terjadinya dampak negatif pada ekosistem air laut dan akan berdampak 

buruk pada perekonomian masyarakat yang mayoritas pekerjaannya 

sebagai nelayan. Karena, teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang 

penting bagi masyarakat di pesisir dan menjadi pendukung yang tidak 

terpisahkan dari sistem tata air atau hidrologi lingkungan DKI Jakarta. 

Selain itu, reklamasi memberikan dampak buruk terhadap kualitas 

lingkungan hidup. Dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat yang 

berprofesi sebagai nelayan, perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan 

perikanan dan yayasan wahana lingkungan hidup merasa tidak terima 

atas kebijakan tersebut. Para nelayan merasa kepentingannya dirugikan 

dengan adanya pemberian izin reklamasi. Sedangkan perkumpulan 

koalisi rakyat untuk  keadilan perikanan dan yayasan wahana 
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lingkungan hidup merupakan badan hukum perdata yang mempunyai 

tujuan untuk memperkuat kelompok nelayan dan masyarakat yang 

tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh 

perlindungan dan kesejahteraan yang layak dari pemerintah, serta 

berusaha untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidup 

sesuai dengan visi dan misinya yakni meningkatkan kesadaran 

masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya 

pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. 

Akhirnya kelompok masyarakat nelayan, perkumpulan koalisi 

rakyat untuk  keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan 

hidup, mengambil sebuah langkah untuk mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pengadilan tersebut merupakan 

lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan 

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa 

Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
85

  

Pada tanggal 15 September 2015, masyarakat yang tergabung 

dalam kumpulan para nelayan, perkumpulan koalisi rakyat untuk 

keadilan perikanan, dan yayasan wahana lingkungan hidup mengajukan 

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melawan Gubernur 

DKI Jakarta dan PT. Muara Wisesa Samudra, dengan register perkara 

Nomor 193/G/2015/PTUN-JKT. Mereka menggugat Surat Keputusan 
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Arif Wijaya, Hukum Tata Usaha Negara, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 145. 
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Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 yang memberikan izin 

reklamasi kepada perusahaan pengembang PT. Muara Wisesa Samudra. 

Nelayan menganggap izin reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI 

Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan berbagai pertimbangan yakni 

melanggar sejumlah Undang-Undang antara lain: Pasal 31 Undang-

Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yang berbunyi: 

‚Penilaian komisi penilai Amdal, Menteri, Gubernur atau 
Bupati/Walikota menentapkn keputusan kelayakan atau 
ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.‛ 

 Bertentangan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil: 

‚Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, 
setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang untuk 
melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya‛. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi atas 

kebijakan Gubernur DKI Jakarta, maka dalam gugatan tersebut, 

Majelis hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta 

memutuskan untuk mengabulkan gugatan nelayan atas Surat 

Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang 

Pemberian Izin Reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta kepada PT Muara 

Wisesa Samudra dan Majelis Hakim memerintahkan agar Gubernur 
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DKI Jakarta menunda pelaksanaan keputusan pemberian izin reklamasi 

sampai berkekuatan hukum tetap.
86

 

Dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, 

Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah untuk mengajukan banding 

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, karena tidak setuju dengan 

salah satu poin keputusan hakim yang menunda reklamasi pulau G 

yang dianggap tidak memiliki dasar hukum.
87

 Aturan untuk melakukan 

reklamasi sudah diatur di dalam peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 

2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil. 

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor 

228/B/2016/PT.TUN.JKT, Majelis hakim mengabulkan banding yang 

diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta karena gugatan yang diajukan 

oleh kumpulan para nelayan ke PTUN kadaluwarsa. Para Penggugat 

yang   tergabung   dalam    Kesatuan   Nelayan Tradisional Indonesia  

(KNTI)  melalui Kuasa Hukumnya  telah mengetahui  obyek sengketa  

                                                           

86
 Robertus Belarminus, ‚PTUN Menangkan Gugatan Nelayan soal Reklamasi Pulau G‛, 

Kompas, (31, Mei, 2016) 

87
 Raynaldo Ghiffari , ‚Ini Alasan Pemprov DKI Ngotot Ajukan Banding Soal Reklamasi 

Pulau G‛, Merdeka, (2, Juni, 2016)  
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a quo  sejak Maret - April 2015, sementara gugatan  baru diajukan  

pada tanggal  15 September  2015.
88

 

Akhirnya Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan yang 

diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. 

Ketentuan tenggang waktu di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 diatur 

lebih lanjut oleh SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan 

rumusan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2015. Tenggang 

waktu sembilan puluh hari sejak yang bersangkutan pertama kali 

mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan 

kepentingannya.
89 

Tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung dimana pihak 

nelayan mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur terkait 

reklamasi pulau G sejak Penggugat yakni Wahana Lingkungan Hidup 

dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melakukan kunjungan ke pulau 

G pada tanggal 29 Mei 2015 dan bersepakat untuk menggugat Surat 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta. Jeda waktu antara bulan Mei dan 

September terhitung 90 hari. 

Setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara yang memenangkan Gubernur DKI Jakarta, 

                                                           
88

 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  Nomor 228/B/2016/PT.TUN.JKT 

89
Danu Damarjati, ‚Alasan PT.TUN Menangkan Ahok: Gugatan Pihak Nelayan 

Kadaluwarsa‛, Detik News, (21, Oktober, 2016) . 
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kemudian para nelayan, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan, dan 

wahana lingkungan hidup, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. 

Karena Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi yang 

berwenang mengawasi pengadilan-pengadilan yang ada di dalam NKRI 

serta mengadili jika terjadi sengketa kekuasaan. 

Kedudukan Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia dan sebagai pengadilan tertinggi dari semua badan peradilan, 

tentu berhadapan dengan karakter kekuasaan kehakiman Negara 

hukum yang independen dan imparsial. Secara eksplisit kedudukan 

Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tidak 

ada kekuasaan Negara lain yang memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan kekuasaan kehakiman.
90

 

Masyarakat nelayan, koalisi rakyat untuk keadilan perikanan, dan 

wahana lingkungan hidup mengajukan upaya hukum kasasi atas 

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/ 

2016/PT.TUN.JKT karena merasa keberatan atas Putusan majelis 

hakim yang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku dengan memberlakukan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 terhadap 

perkara a quo karena baru terbit pada 29 Desember 2015, sementara 

gugatan yang diajukan oleh nelayan pada 15 September 2015, selain 

                                                           
90

Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan 

Pelaksanaan Kekuasan Kehakiman dalam Prespektif Konstitui), (Malang: Setara Press, 

2016), 162.  
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itu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 melanggar asas hukum berlaku surut 

(Asas Non-Retroaktif) dimana tidak dapat diterapkan suatu hukum 

yang baru atas keadaan lama yang telah dilakukan. 

4. Pertimbangan Hukum Hakim 

1. Berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Jakarta tanggal 27 April 2017, kumpulan para nelayan 

mencabut surat kuasanya untuk mengajukan kasasi pada tanggal 11 

November 2016 dan tidak pula menyatakan melanjutkan proses 

kasasi secara sendiri, sedangkan permohonan kasasi secara lisan 

diajukan pada tanggal 7 November 2016 dan memori kasasi 

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada 

tanggal 21 November 2016. Oleh karena itu masyarakat nelayan 

dipandang tidak menyerahkan memori kasasi. 

2. Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah 

benar, karena koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan wahana 

lingkungan hidup sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara 

objek sengketa sejak sekitar bulan Mei 2015 ketika publikasi 

tentang keberadaan reklamasi pulau G sudah tersebar, sedangkan 

gugatan diajukan pada tanggal tanggal 15 September 2015, 

sehingga gugatan yang diajukan oleh koalisi rakyat untuk keadilan 

perikanan dan wahana lingkungan hidup telah melewati tenggang 

waktu 90 (sembilan puluh) hari. 
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Dalam musyawarah majelis hakim terdapat perbedaan pendapat 

(dissenting opinion) yakni:  

a. Pencabutan kuasa oleh kumpulan para nelayan yang dilakukan tidak 

mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai pemohon kasasi 

karena pencabutan surat kuasa tidak berlaku surut. Masyarakat 

nelayan sendiri tidak pernah menyatakan mencabut kasasi dan tidak 

memberitahukan pencabutan kuasa kepada perkumpulan koalisi 

rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan 

hidup (pencabutan sepihak).  

b. Pembenaran terhadap pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara Jakarta berakibat gagalnya fungsi pelaksanaan judicial 

control terhadap tindakan pemerintah dan penegakan hukum 

administrasi oleh Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pilar utama 

negara hukum yang dianut dan wajib dipertahankan oleh organ dan 

komponen Negara Republik Indonesia. 

 Karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis hakim dan 

setelah dilakukan masyawarah dan diusahakan dengan sungguh-

sungguh tetapi tidak mencapai jalan mufakat, maka majelis hakim 

memutuskan bahwa kasasi dari para nelayan tidak dapat diterima dan 

menolak permohonan kasasi dari koalisi rakyat untuk keadilan 

perikanan, dan yayasan wahana lingkungan hidup. 

  Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung tersebut 

maka dengan demikian proyek perencanaan proyek reklamasi tetap 
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dilanjutkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 

pada intinya adalah menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi 

Tata Usaha  Negara. 
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BAB IV 

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  

92K/TUN/LH/2017 TENTANG REKLAMASI TELUK JAKARTA 

DITINJAU BERDASARKAN SIYA<SAH DUSTU<RI<YAH 

 
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017. 

  Setelah penjabaran tentang reklamasi teluk Jakarta, mulai dari 

sejarah pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta, sengketa reklamasi teluk 

Jakarta sampai kepada gugatan tingkat kasasi di Mahkamah Agung, 

yang mana dalam hal ini persengketaan timbul antara kelompok 

nelayan, perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan, dan 

yayasan wahana lingkungan hidup melawan Gubernur DKI Jakarta dan 

perusahaan pengembang, karena mereka menggugat surat keputusan 

Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 yang memberikan izin 

reklamasi kepada perusahaan pengembang PT. Muaara Wisesa 

Samudra. 

  Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017, 

majelis hakim tidak dapat menerima  gugatan yang diajukan oleh para 

nelayan dan menolak gugatan kasasi dari koalisi rakyat untuk keadilan 

perikanan dan yayasan wahana lingkungan. Karena nelayan telah 

mencabut surat kuasanya untuk melanjutkan kasasi dan tidak pula 

menyatakan melanjutkan proses kasasi secara sendiri. Sehingga 

dianggap tidak menyerahkan memori kasasi dan dinilai tidak 

memenuhi ketentuan formal. Sementara gugatan dari koalisi rakyat 
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untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana lingkungan hidup telah 

melewati tenggang waktu sembilan puluh hari. Putusan Mahkamah 

Agung ini juga menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara yang menerima permohonan banding dari Gubernur DKI 

Jakarta. 

  Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 

92K/TUN/LH/2017, dalam musyawarah majelis hakim terdapat 

dissenting opinion atau perbedaan pendapat dari anggota majelis 

hakim. Dimana pencabutan surat kuasa yang ditandatangani tidak 

mempengaruhi status yang bersangkutan sebagai pemohon kasasi atas 

permohonan kasasi yang diajukan, karena pencabutan surat kuasa tidak 

berlaku surut. Para nelayan sendiri juga tidak pernah menyatakan 

mencabut kasasi. Masyarakat nelayan juga tidak memberitahukan 

pencabutan kuasanya kepada koalisi rakyat untuk keadilan perikanan 

dan yayasan wahana lingkungan hidup (pencabutan sepihak). Dan 

setelah dilakukan musyawarah, namun tidak menemukan jalan 

mufakat, akhirnya setelah diambil putusan dari suara terbanyak, 

majelis hakim menyatakan permohonan kasasi dari nelayan tidak dapat 

diterima. Merujuk pada Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, pasal 14 ayat (2) : 

     ‚Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib 
menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara 
yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 
putusan‛. 
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 Hal ini dapat dianalisis bahwa Majelis hakim harus lebih teliti 

dalam memutuskan sebuah perkara karena tidak ada bukti yang 

menyatakan bahwa para nelayan telah mencabut kasasi. Pencabutan 

surat kuasa juga tidak berlaku surut. Dan seharusnya majelis hakim 

tidak menolak kasasi yang diajukan oleh para nelayan. Karena para 

nelayan tidak pernah memberitahukan pencabutan kuasanya kepada 

kuasa hukumnya sehingga relevan untuk dipertimbangkan. Hakikat 

dari musyawarah harus dilaksanakan dengan ikhlas, berasaskan 

kebenaran dan tidak terpengruh oleh kepentingan pribadi maupun 

golongan. Ada beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi 

kekuasaan kehakiman yang merdeka oleh hakim diantaranya yakni 

pengaruh atau intervensi yang bersumber dari kekuasaan pemerintah 

yang selama ini memang sulit untuk diuraikan sebagai bentuk yang 

nyata.
91

 Pengaruh sering kali sangat dominan dalam menggelincirkan 

pemegang kekuasaan kehakiman, sehingga tindakannya tidak lagi 

merdeka sebagaimana harapan dan idealnya sebuah kekuasaan 

kehakiman dari pengaruh pemerintah. Walaupun putusan tersebut 

secara formal pasti benar, namun secara material adakalanya keliru, 

karena kemampuan salah satu pihak yang bersengketa dalam menutupi 

kebenaran. Orang yang benar di hadapan hakim, tidak berarti secara 

                                                           
91

Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Prenada Media 

Group : 2012) 330. 
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hakiki itu benar, meskipun tindakan hakim dikatakan sebagai 

keputusan yang sah dan benar. 

 Kelembagaan hukum yang kuat dan berwibawa tercermin dari 

lembaga peradilan, sumber daya manusia yang handal, dan integritas 

yang tinggi bercermin pada hakim. Sedangkan administrasi peradilan, 

tercermin dari citranya sebagai lembaga yang mandri, bebas dari 

intervensi kekuasaan lainnya yang putusannya mengacu pada prinsip 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
92

 Karena pada dasarnya, lembaga 

peradilan memiliki kewenangan untuk menghentikan segala bentuk 

kezhaliman ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, seorang hakim 

haruslah adil dengan mendengarkan argumentasi dari kedua belah 

pihak yang bersengketa, memeriksa bukti-bukti yang relevan, 

menanyai saksi-saksi, lalu kemudian dengan ijtihadnya memutuskan 

perkara. 

 Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung nomor 

92K/TUN/LH/2017 tersebut, proses pelaksanaan reklamasi tetap 

dilanjutkan. Putusan tersebut juga menguatkan putusan dari 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pembenaran terhadap 

pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berakibat 

gagalnya fungsi pelaksanaan judicial control terhadap tindakan 

pemerintah dan penegakan hukum administrasi oleh Peradilan Tata 

                                                           
92

Zainal Arifin, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia (Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan 

Pelaksanaan Kekuasan Kehakiman dalam Prespektif Konstitusi),..237 
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Usaha Negara sebagai pilar utama Negara Hukum yang dianut dan 

wajib dipertahankan oleh organ dan komponen Negara Republik 

Indonesia. Adanya reklamasi menyebabkan terjadinya dampak 

ekologis terhadap lingkungan hidup diantaranya adalah terjadi 

peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir, 

serta penggenangan di wilayah pesisir. Selain itu merugikan nelayan 

tradisional di teluk Jakarta. Kerugiannya mulai dari tidak bisa 

menangkap ikan di perairan yang telah diberikan, hilangnya sumber 

daya ikan yang berada di perairan tersebut, kerusakan sumber daya 

perairan yang terjadi akibat konstruksi reklamasi yang sebelumnya 

telah berjalan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi dan 

kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan 

sosial. 

Kebijakan Gubernur ini bukan hanya terbatas pada persoalan 

penerbitan izin yang merugikan masyarakat, akan tetapi lebih 

mementingkan kepentingan pengusaha dan mengesampingkan 

kepentingan publik, serta telah menyalahgunakan kewenangan 

administrasi pemerintahan. Karena persoalan tentang reklamasi perlu 

dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat. 

Pada akhirnya, kelemahan atas dikeluarkannya izin reklamasi 

tidak mencerminkan atau  memperlihatkan tentang dampak kajian 

lingkungan hidup dan potensi kerugian terhadap kehidupan ekonomi 
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rakyat. Namun hal ini juga didukung oleh putusan pengadilan yang 

dapat menjadi yurisprudensi bagi persoalan-persoalan serupa pada 

masa yang akan datang. Selain itu, hal tersebut menunjukkan 

bagaimana kekacauan pengaturan dan pelaksanaan proyek reklamasi di 

Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. 

B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 

tentang Reklamasi Teluk Jakarta ditinjau berdasarkan Siya>sah 

Dustu>ri>yah.   

 Dalam tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah adanya putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta 

yang mana majelis hakim tidak menerima gugatan dari nelayan dan 

menolak gugatan dari koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan 

yayasan wahana lingkungan hidup, belum sepenuhnya sesuai dengan 

asas peradilan yang baik menurut syariat islam. Karena dalam 

memutuskan perkara tersebut kurang adanya bukti yang jelas. 

Faktanya tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa masyarakat nelayan 

telah mencabut surat kuasanya untuk melanjutkan kasasi. 

 Realitas semacam ini menimbulkan ketidak adilan kepada 

masyarakat nelayan. Karena dalam sistem peradilan Islam, putusan 

hukum yang dibuat oleh Qadhi atau hakim adalah putusan yang final. 

Sehingga seharusnya ketika majelis Qadhi didalam Mahkamah 

Mazhalim (lembaga peradilan islam)  mengambil putusan-putusan 
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sesuai syariat islam untuk situasi yang berbeda harus berdasarkan 

sumber-sumber seperti Al-Qur’an dan As-Sunnah. Adanya putusan 

majelis hakim mengeluarkan Putusan Nomor 92K/TUN/LH/2017 tidak 

sesuai dengan asas imparsialitas, yang mana belum memberi hak dan 

kewajiban pada pihak yang berperkara sesuai dengan perlakuan yang 

sama. Dan hal ini belum sesuai dengan firman Allah SWT QS: An-

Nisaa’ ayat 105 yang berbunyi: 

                        

        

 ‚Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan 

membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan 

apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu 

menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) 

orang-orang yang khianat‛.
93

 

 

 Makna yang terkandung dalam ayat tersebut bahwa Al-Qur’an 

yang membenarkan kebenaran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW untuk mengadili perkara yang terjadi antar sesama manusia 

dengan berdasarkan hukum-hukum yang diajarkan Allah. Berdasarkan 

kitab itu, Nabi Muhammad memutuskan suatu perkara dengan adil. 

Beliau dilarang menjadi lawan bagi yang benar atau kawan bagi yang 

salah. 

                                                           
93

 Al-Qur’an, Surah An-Nisaa’ Ayat 105 
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Berdasarkan tafsir ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa 

ketika mengambil keputusan atas suatu perkara harus sesuai dengan 

fakta-fakta yang ada. Seperti didalam Putusan Nomor 

92K/TUN/LH/2017, majelis hakim memutuskan perkara tidak sesuai 

dengan bukti yang menganggap bahwa masyarakat nelayan telah 

mencabut surat kuasanya untuk melanjutkan kasasi sehingga gugatan 

dari pihak masyarakat nelayan tidak dapat diterima karena dianggap 

tidak berdasarkan ketentuan formal. Sehingga dengan adanya putusan 

tersebut reklamasi tetap dilanjutkan.    

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam mengeluarkan surat 

keputusan nomor 2238 tahun 2014 yang memberikan izin untuk 

mereklamasi pulau G di teluk Jakarta kepada perusahaan pengembang, 

jika ditinjau berdasarkan Siya>sah Dustu>ri>yah belum sesuai dengan 

kewajiban dari seorang imamah (pemimpin). Karena setelah adanya 

surat keputusan Gubernur terbit, masyarakat nelayan tidak sepakat 

dengan adanya surat keputusan Gubernur yang memberikan izin 

reklamasi kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Kebijakan seorang 

imamah belum sesuai dengan asas keadilan dan tidak adanya itikad 

baik untuk bermusyawarah dengan rakyat.  

 Jika dalam sebuah pemerintahan terdapat suatu masalah antara 

pemimpin dengan rakyat maka musyawarah adalah jalan untuk 

menyelesaikannya. Karena musyawarah merupakan salah satu sendi 
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keimanan seseorang untuk menyelesaikan perkara dengan cara 

mufakat.  

Dalam konteks ajaran islam, seorang pemimpin diwajibkan 

bermusyawarah dalam urusan negara, baik itu politik, ekonomi, sosial 

maupun perundang-undangan dalam segala hal yang menyentuh 

kepentingan pribadi dan umum. Suatu masalah yang ada nash, haruslah 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan nash atau hukum.  

Kebijakan Gubernur dalam menerbitkan izin reklamasi tidak 

mengedepankan keadilan dan belum sesuai dengan nilai-nilai 

kemaslahatan untuk umat. Karena apabila reklamasi itu dilaksanakan 

akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan 

perekonomian rakyat. Padahal sebuah pemerintahan dikatakan baik 

apabila pemimpinnya dapat berlaku adil dalam menjalankan 

pemerintahan atau melakukan tugas-tugas pemerintahan. Keadilan 

harus menjadi pegangan dalam segala hal dan waktu. Keadilan di 

dalam kehidupan manusia berhubungan dengan keadilan sosial serta 

perikemanusiaan yang meliputi segala bidang kehidupan. Keadilan 

sosial dapat berwujud dalam berbagai perundang-undangan yang 

menyentuh masalah-masalah pribadi masyarakat. Pemerintah atau 

pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari 

kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai 

kelompok golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin harus 

mampu berdiri di atas semua golongan. 
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 Karena agama islam menghendaki kemudahan bukan kesulitan.  

Kepemimpinan merupakan sebuah tanggung jawab dalam sebuah 

perkumpulan. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung 

jawaban atas kepemimpinannya. Adapun firman Allah dalam surah Al-

Anbiya ayat 107 yang berbunyi : 

                   

  ‚Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi 

rahmat bagi semesta alam‛. 

Manusia mempunyai kecenderungan alami untuk memimpin 

karena mereka diciptakan sebagai khalifah. Menjadi seorang imamah 

atau pemimpin, harus didasari dengan sifat yang penuh kemuliaan dan 

keluhuran budi pekertinya supaya menjadi contoh bagi rakyatnya dan 

harus menegakkan keadilan dimanapun ia berada.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian mengenai reklamasi teluk Jakarta dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 

92K/TUN/LH/2017 yakni majelis hakim tidak dapat menerima  

gugatan yang diajukan oleh para nelayan dan menolak gugatan kasasi 

dari koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan yayasan wahana 

lingkungan. Karena nelayan telah mencabut surat kuasanya untuk 

melanjutkan kasasi dan tidak pula menyatakan melanjutkan proses 

kasasi secara sendiri. Sehingga dianggap tidak menyerahkan memori 

kasasi dan permohonan kasasi tersebut melalui kuasa hukumnya 

dinilai tidak memenuhi ketentuan formal. Namun tidak ada bukti 

yang menyatakan bahwa masyarakat nelayan mencabut surat 

kuasanya. 

2. Dalam tinjauan Siya>sah Dustu>ri>yah adanya putusan Mahkamah 

Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 tentang reklamasi teluk Jakarta 

yang mana majelis hakim tidak menerima gugatan dari nelayan dan 

menolak gugatan dari koalisi rakyat untuk keadilan perikanan dan 

yayasan wahana lingkungan hidup, belum sepenuhnya sesuai dengan 

asas peradilan yang baik menurut syariat islam. Karena dalam 

memutuskan perkara tersebut kurang adanya bukti yang jelas. 
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Faktanya tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa  masyarakat 

nelayan telah mencabut surat kuasanya untuk melanjutkan kasasi. 

B. Saran 

 Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran 

diantaranya yakni : 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sebuah perkara 

seharusnya harus lebih teliti karena tidak ada bukti yang menyatakan 

bahwa para nelayan telah mencabut kasasi. Pencabutan surat kuasa juga 

tidak berlaku surut. Dan seharusnya majelis hakim tidak menolak kasasi 

yang diajukan oleh para nelayan. Karena para nelayan tidak pernah 

memberitahukan pencabutan kuasanya kepada kuasa hukumnya sehingga 

relevan untuk dipertimbangkan. Sehingga dalam musyawarah majelis 

hakim, diperlukan adanya prinsip yang didasari dengan keikhlasan, 

berasaskan kebenaran dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi 

maupun golongan. 

2. Adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 92K/TUN/LH/2017 yang 

memenangkan Gubernur DKI Jakarta, seharusnya lembaga peradilan 

dalam memutuskan sebuah perkara, harus melihat fakta-fakta yang ada, 

serta berdasarkan dengan asas peradilan yang baik, dan berpedoman pada 

Al-Qur’an dan Hadist. Kemudian, hakikat dari seorang imamah 

(pemimpin) dalam membuat kebijakan  haruslah sesuai dengan aturan-

aturan yang mana keadilan pemerintah, ketaatan rakyat, musyawarah 
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antara pemerintahan dengan rakyat merupakan hal yang penting bagi 

pedoman seorang pemimpin. Selain itu prinsip amanah dan keadilan demi 

kemaslahatan umat juga harus diterapkan dalam kehidupan bernegara.
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